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KATA PENGANTAR

uji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini yang

berjudul: ” Asas Pemisahan Horisontal dalam Berbagai
Sistem Hukum”. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi
akademik untuk menjelaskan secara konfrehensif Asas pemisahan
horisontal terhadap kepemilikan hak atas tanah dan benda-benda
yang ada di atasnya dalam sistem hukum nasional Indonesia dan
asas kepemilikan tanah yang dianut di berbagai negara.

Asas pemisahan horisontal adalah asas yang memisahkan
tanah dengan benda-benda yang ada di atasnya. Asas pemisahan
horisontal merupakan salah satu asas yang berasal dari hukum adat
yang menjadi dasar hukum tanah nasional Indonesia, sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 5 UUPA. Ini berarti bahwa asas-asas,
konsepsi dan sistem hukum dalam hukum adat juga berlaku
terhadap hukum tanah nasional. Asas pemisahan horisontal dalam
UUPA dapat diterapkan pada HGU, HGB, hak pakai dan hak sewa,
sedangkan untuk hak milik, sebelum undang-undang hak milik
terbentuk berlaku hukum adat setempat.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh
pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, terutama
kepada Prof. Dr. Tan Kamello, S.SH.M.S, Prof. Dr. Ilyas, S.H.,M.Hum,
Prof. Dr. Mahdi Syahbandir, S.H.,.M.Hum yang telah banyak
memberikan masukan substansi sehingga buku ini dapat
diselesaikan.
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Penulis menyadari bahwa buku ini tidak terlepas dari
kekurangan. Kritikan yang bersifat membangun, saran dan
masukan terhadap Asas Pemisahan Horisontal dalam Berbagai
Sistem Hukum sangat diharapkan dan akan sangat berguna bagi
perbaikan dan kesempurnaan buku ini pada masa yang akan
datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini bermanfaat
sebagai bentuk kontribusi referensi dalam mempelajari ilmu
hukum khususnya berkaitan dengan sistem kepemilikan hak atas
tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dalam sistem hukum
Nasional Indonesia dan di berbagai negara. Semoga Allah
senantiasa memudahkan kita semua untuk menerima dan
mempelajari ilmu-ilmu demi kebaikan untuk kehidupan dunia dan
akhirat, Amin ya Rabbal Alamin.

Lhokseumawe, 25 Agustus 2025

Penulis,

Herinawati
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